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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN EEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR @420/ \&o /DPK-Sckretariat/2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OFPERASIONAL

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

EABUPATEN PESISIR SELATAN

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
kepada penyelenggara kelembagaan pendidikan Sekolah
Dasar [(S8D] dalam memberikan laysnan pendidikan
kepada masyarakat perlu diberikan Izin Operasional
kelembagaan pendidikan Sekolah Dasar (3D);

bahwa untuk Penetapan Izin Operasional Kelembagaan
Pendidikan Sekolah Dasar (8D) sebagaimana dimaksud
bulir &, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dhinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesisir Selatan;

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nemor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);



w

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ([Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 (entang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik
Indomesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4496}, sebagaimana
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Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidiken (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ltentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Hota (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4737);

Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaruan Pendidikan (Lembaran
MNegara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 fentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarasn Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonmesia
Nomoer 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungsn Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 69 Tahun
2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewensngan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomeor 8 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Sclatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selalan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan:



Negeri 7 Sutera Nomor : 01/108.420.09/SMP7 /IV-2015
tanggal 7 April 2015 tentang Permohonan lzin
Operasional Sekolah;

22. Surat dari Kepala Sckolah Menengah Perlama (SMP)
Negeri 7 Lingeo Sari Baganti Nomot @ 01/108.420/SMP-
7/IV-2015 tanggal 3 April 2015 tentang Permohonan lzin
Operasional Sekolah.

MEMUTUSEAN :

Menetapkan

KESATU Penetapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah
Diasar (SDY, Sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini;

KEDUA Scgala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada sumber yang relevan;

KETIGA Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditelapkan  dengan
ketentuan apabila dikemudian  hari  ternyata  terdapat
kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: PAINAN
Pada Tanggal : JUNI 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
paten Pesisir Selatan,
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 | 003
Tembusan :Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pesisir Sclatan di Painan

2. Comat Kecamatan Lingge Sari Bagant

3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Yang bersanglkutan untuk dipergunakan seperlunya



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 420/ |bo/DPK-Sekretariat/2015

TANGGAL

JUNI 2015

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (3D

NAMA KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN

1

SEKOLAH DASAR (5D)
SO 39 TANJUNG BUNGO

SUNGATI SIRAH KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

‘Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S rabTIARL G Pedlats Betat

Drs/RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

NIP. 19630730 198703 1 003
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